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PENJELASAN PENYUSUNAN  RANCANGAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
 

A.LATAR BELAKANG
 
       KSWP adalah Konfirmasi Status Wajib Pajak yang merupakan sebuah
kegiatan  pemeriksaan  akan  status  yang  dilaksanakan  oleh  instansi
pemerintah  sebelum  memberikan  pelayanan  publik  tertentu  untuk
mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak.
       Melalui KSWP ini diharapkan dapat mendongkrak angka kepatuhan
wajib pajak di Indonesia. Karena proses perizinan pelayanan publik tertentu
hanya dapat dilakukan apabila pemohon perizinan sudah dinyatakan valid
oleh sistem KSWP yang telah tersedia.Pelaksanaan KSWP ini juga merupakan
sarana  untuk  mengawasi  validitas  data  pada  sistem  DJP dengan
membandingkannya dengan kondisi  riil  di  lapangan,  dan juga diharapkan
menjadi  katalis peningkatan  kepatuhan  formal  WP.  Selain  itu,  melalui
pelaksanaan KSWP, WP juga dapat melihat wujud nyata sinergi antar sesama
instansi  pemerintah.  Sinergi  ini  tentunya  merupakan  fondasi  kuat  untuk
menyongsong negara yang mampu melindungi rakyatnya melalui pajak.

B . DASAR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun-Bangko  Dan  Daerah  Tingkat  II  Tanjung  Jabung  Dengan
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965  Nomor  50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4286) 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan
Perpajakan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)  sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia   Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2016  tentang
Konfirmasi  Status  Wajib  Pajak  Dalam  Pemberian  Layanan  Publik
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

III. TUJUAN

Tersedianya  pedoman  dalam  pelaksanaan   Tata  Cara  Pelaksanaan
Konfirmasi  Status  Wajib  Pajak  dan  Penelitian  terhadap  Pemenuhan
Kewajiban Pajak Daerah.

IV. PENUTUP

     Demikian  Nota Penjelasan tentang  Rancangan Bupati tentang Tata
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap
Pemenuhan  Kewajiban  Pajak  Daerah.Kami  susun  sebagai  salah  satu
persyaratan dalam pengajuan rancangan peraturan bupati yang diajukan.
Semoga Nota penjelasan ini dapat menjadi  executive summary terhadap
Tata  Cara  Pelaksanaan  Konfirmasi  Status  Wajib  Pajak  dan  Penelitian
terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.

                                                                                10 Januari 2025

                                                    Pesisir Selatan
          10 Januari 2025

 ${ttd}
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